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PERATURAN DAERAH PROVINSI  JAWA BARAT 

NOMOR :  3  TAHUN 2009 

TENTANG 

GARIS SEMPADAN JALAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA BARAT, 
 

Menimbang 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

a. bahwa dengan semakin meningkatnya 
pembangunan di berbagai sektor, telah 
mendorong terjadinya peningkatan arus 
distribusi orang, barang dan jasa yang 
memerlukan prasarana fisik jalan yang 
memadai, serta upaya-upaya 
pengamanan dan penertiban 
pemanfaatannya; 
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b. bahwa upaya peningkatan kapasitas dan 
fungsi serta pengembangan sistem 
jaringan jalan menghadapi berbagai 
hambatan, terutama akibat kegiatan 
pemanfaatan serta keberadaan dan 
perkembangan bangunan-bangunan di 
pinggir jalan yang mengakibatkan 
terganggunya Ruang Pengawasan Jalan, 
sehingga diperlukan pengaturan 
mengenai Garis Sempadan Jalan;  

c. bahwa Garis Sempadan Jalan 
sebagaimana dimaksud pada 
pertimbangan huruf b, telah diatur dalam 
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1997 
tentang Garis Sempadan Jalan, yang saat 
ini sudah tidak dapat mengakomodasi 
perkembangan, sehingga perlu 
disesuaikan; 

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan 
pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
tentang Garis Sempadan Jalan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat 
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 
4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta 
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Raya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia  
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 
tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3470); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3486); 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4844); 
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7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 

8. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2007  
tentang   Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4700); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas 
Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3529); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 
2006 tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4655); 
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